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SilakanAjukan

Bukittinggi, Padek-Target se-
jumlah sasaran menjelang akhir
tahrm masih j auh dad target. Bah-
kan, capaiadrlya belum mencapai
60 persen.

Hal ini dinilai imbas sejumlah
persoalm, salahsahrnya peratuan
daerah (peida) selaku regulasi
yang mengaturnya dinilai tidak
berjalan sesaihrapm. SEperti Per-
da Nomor 6 Tahm 2012 tentang
Pajak Reklame dan Perda Nomor
B Tahm 2012 tentang Pajak Resto-
ran. Kedua perda ini bagim dari
sektor penerimaan paiak untuk

'. menyrnbang pada Pendapatan
"Asli Daerah {PAD) Bukittinggi

tahm 2018 ini' Dari kedua jenis'pajak ini,
menurut l(epala Dinas Badan
Keuangan Daerah (BKD) Bukit-
tinggi Heriman, Pemko sudah me-
netapkah tuget penerimaan mas-
ing-masiry Rp 1,5 rniliar utuk re-
klame dan Rp 9,6 miliar lebilt un-
n& pajak nmah nakan/ restoran.

Namun sampai pertengahan
Qktober lalu, penerirnaan untuk
pajak rcklane bm mencapai Rp
811.358.849 (54,09 persen) dan Rp
5.07 4. 402.7 OO (52,65 persen) utuk
pajak rumah makan/ restoran.

Hedman mengalan, upaya m-
tuk menggenjot realisasi peneri,
maan berbagai jenis patak dan
retribusi sudah dilakukar; terma-
suk memasang pengumuman
padaobjek wajib paia{we) ymg

Usaha ini, ternyata belum

begitu manjur karena

harrya sarnpai di situlah

tindakan yang bisa

dilakukan petugas.

Her'ttnat-

belum memenuhi kewajibalnya
di\tempat masing-masing.

"Usaha lni, ternyata belm be-
gitu rnanjur karena hanya smpai
di situlah tindakan yang bisa di-
lalcrlen petugas. Pelda yilg men-
gatu tentang kedua pajak id ti dak
dapat memaksa \ ,rP urtuk mem-
bayarkan kewajibannya. Karena,
tidak memilild ldausul yang bisa
mencahut izin usaha rumah ma,
kan atau restoran yang bandel
tersebud' uiarHeriman. -'

Menanggapi mmdulnla Perda
tentmg Reldame sena Rumah IvIa.
kan/Restoran tersebut, Ketua I(o-
misi II DPRD Kota Bukittinggi As-
ril memandang perlu dilakukan
revisi, agar bisa membuat jera wa.
Iib pajak ymg merasa tidak adan-
ya sanksiiegas bagi pelmggarke
tentuan tinglGt daerah tersebut.

Agu bisa rnaksimal, Asril men-
yuankan, kepada pihak eksekutif
(Pernlo Bukittinggi, red) untuk
mengajukan revisi yang memberi-
lGn kekuatan tethadap aparat un-
tuk memberikan efek i'era kepada
wajib paiakymgtetap bandel. "Ek-
sekutif silakan ajukan revisi perdal'
tegas Asril. (ruI) i,
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